BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib
mengajukan  Peraturan Daerah tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan
dan dokumen-dokumen pendukungnya Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan  untuk memperoleh
persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam kebijakan
umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD; 4

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020.



Mengingat: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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14.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentng Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



Menetapkan

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 3};

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 berjumlah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp1.174.124.883.672,00
b. Belanja Daerah Rp1.174.174.883.672,00
Surplus / (Defisit) (Rp50.000.000,00)

b. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

Daerah Rp3.500.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan

Daerah Rp3.450.000.000,00
Pembiayaan Netto (Rp50.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp59.500.000,00;

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp926.932.718.000,00;
dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerahyang Sah sejumlah
Rp187.692.165.672,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp25.069.021.000,00;

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp20.073.300.000,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp5.182.342.200,00; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sejumlah Rp9.175.336.800,00.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp13.153.145.000,00;
b. Dana Alokasi Umum sejumlahRp563.615.936.000,00;

Dana Alokasi Khusus sejumlahRp200.562.612.000,00;
d. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp137.439.320.000,00;

dan
e. Dana Insentif Daerah sejumlah 12.161.705.000,00.

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp.61.350.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya Rp36.120.130.697,00;

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya Rp32.967.640.000,00;

d. Pendapatan Lainnya Rp43.103.498.313,00; dan

e. Dana Kapitasi JKNRp14.150.896.662,00.

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari:
a. Belanja  Tidak Langsung sejumlah
Rp622.877.500.547,00; dan
b. Belanja Langsung sejumlah Rp551.297.383.125,00.

o



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a.

b.
c.

€.

Belanja Pegawai sejumlah Rp368.863.339.247,00;
Belanja Hibah Rp53.443.250.00,00

Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah
Propinsi/Kabupaten/Desa Rp. 5.450.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
sejumlah Rp193.620.411.300,00; dan

Belanja Tidak Terduga sejumlah
Rp1.500.000,00.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.
b.

Belanja Pegawai sejumlah Rp11.283.484.930,00;
Belanja Barang dan Jasa sejumlah
Rp276.303.051.538,00; dan

Belanja Modal sejumlah Rp263.710.846.656,20.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a.

Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah
Rp3.500.000.000,00; dan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah  sejumlah
Rp3.450.000.000,00.

(2) Penerimaan  Pembiayaan  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a.

Sisa Lebih  Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SILPA) Rp3.500.000.000,00;
Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.0,00;

Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp0,00;

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
Pusat sejumlah Rp0,00;

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
Rp0,00;

Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00; dan

Kegiatan Lanjutan Rp0,00.



(3) Pengeluaran
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a.
b.

Pembiayaan Daerah  sebagaimana

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00;
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah Rp3.450.000.000,00;
Pembayaran Utang Pemda ke PDAM sejumlah

Rp0,00;

Penyetoran Kembali Rp0,00;
Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00; dan
Utang Biaya Lanjutan Rp0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.
2.

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal {(Investasi)
Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
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10. Lamdn'anX Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun

12. Lampi

13. Lam

Bupati me

Anggaran

landasan «

Peraturan

Anggaran sebelumnya yang belum
- diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam Tahun Anggaran ini;
Xl Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal 6

netapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
sperasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengun
penempai
Toraja U

Diundangkan di Rantepao

da+gan Peraturan Daerah ini dengan

ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 6 Desember 2019

s T,

NOREG PERATURAN DAE
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.17.227.19

KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI




